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SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI 

NOMOR   3  TAHUN 2009 

 
TENTANG  

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

WALIKOTA KEDIRI, 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan 

untuk melestarikan serta mengembangkan lingkungan hidup yang 

serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya 

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup 

perlu dilakukan penataan dan pengendalian lingkungan hidup 

secara komprehensip, taat azas dan terpadu ; 

b. bahwa di Kota Kediri sebagai kota budaya dan religius, terdapat 

berbagai permasalahan lingkungan hidup yang meliputi 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, rusaknya 

dan/atau tercemarnya sumber air dan kurangnya ruang terbuka 

hijau yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup sehingga dapat mengancam 

kelangsungan hidup manusia dan makluk hidup lainnya, maka 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Kediri perlu 

membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan 

hidup ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  

huruf a dan  huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

 
Mengingat  : 1. Undang –Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah  Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur,  JawaTengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa 

PEMERINTAH KOTA KEDIRI   
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Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor  

45); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 

(Lembaran Negara  Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3046);  

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3209) ; 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 

1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ; 

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3888) ; 

7. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota ; 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4844);  

10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3501) ; 

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4851) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah 

dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 

tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ; 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 

Realitas Air dan Pengendalaian Pencemaran Air (Lembaran 

Negara Tahun 2001 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4161) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kab/Kota (Lembaran Negara 

Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 

Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri; 

18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2002 tentang 

Rencana Tata Ruang Kota Wilayah Kota Kediri 2003-2013 

(Lembaran Daerah Kota Kediri tanggal 19 September 2002 Nomor  

2/C); 

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota 

Kediri Tahun 2008 Nomor 5,  Tambahan Lembaran Daerah   

Nomor 5). 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI 

dan  

WALIKOTA KEDIRI  

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

HIDUP. 

 

 

 



 

Lembaran Daerah Kota Kediri 4

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Kediri. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri. 

3. Walikota  adalah Walikota Kediri. 

4. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri. 

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah 

dengan nama dan dalam bentuk apapun juga, persekutuan, perkumpulan, firma, 

kongsi, koperasi, perusahaan perseroan, yayasan atau organisasi yang sejenis,  

lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 

6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan 

dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

7. Fungsi lingkungan hidup adalah manfaat lingkungan hidup bagi kehidupan meliputi 

pemeliharaan, keseimbangan ekosistem, penyediaan bahan makanan, sumber 

plasma nutfah, kenyamanan air dan udara bersih, pemandangan alam yang indah 

dan sumber ilmu pengetahuan. 

8. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, 

pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan  hidup. 

9. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan 

langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan / atau hayatinya 

mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang 

pembangunan berkelanjutan. 

10. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya zat, energi, makhluk hidup 

dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia 

sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan 

hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 

11. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup 

yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 

12. Dampak Negatif Penting adalah terjadinya perubahan lingkungan yang sangat 

mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. 

13. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 

14. Kawasan Hijau adalah suatu wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan 

oleh Kepala Daerah untuk dipertahankan vegetasinya. 
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15. Bahan Berbahaya  dan Beracun  yang selanjutnya disebut B3 adalah setiap bahan 

yang karena sifat ataun konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun 

tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakan lingkungan hidup, 

kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makluk hidup yang lain. 

16. Amibien adalah Gas buangan limbah padat, cair dan emisi. 

17. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah lokasi yang 

digunakan sebagai tempat pembuangan akhir sampah. 

18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan 

atas pelanggaran Peraturan Daerah. 

 

BAB  II 

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN 

Pasal  2 

Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah : 

a. Asas tanggung jawab ; 

b. Asas berkelanjutan ; dan  

c. Asas manfaat. 

 

Pasal  3 

Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan 

manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Pasal 4 

Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah mempunyai sasaran : 

a. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan 

lingkungan hidup ; 

b. terwujudnya insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi 

serta membina lingkungan hidup ; 

c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan genarasi masa depan ; 

d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup ; 

e. terkendalinya pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana ; 

f. terlindunginya daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia 

terhadap dampak usaha dan/atau perusakan lingkungan hidup; 

g. menjaga kelestarian Daerah aliran sungai (DAS) dan sumber-sumber air. 


